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Termasuk dalam kebijakan
pembangunan tersebut bertujuan
meningkatkan kualitas organisasi
koperasi agar koperasi mampu
tumbuh dan berkembang secara
sehat sesuai dengan jati dirinya
menjadi wadah kepentingan
bersama bagi para anggota atau
masyarakat yang membutuhkannya
, sehingga citra koperasi menjadi
semakin baik

Lahirnya kebijakan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang  Perkoperasian,
disebabkan karena undang-undang
ini hadir atas ketidakjelasan aturan
main di lapangan mengenai jati
diri, tujuan, kedudukan, peran,
manajemen, keusahaan,
permodalan, serta  pembinaan
koperasi untuk lebih menjamin
terwujudnya kehidupan koperasi
sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Saran

Pemerintah diharapkan
dapat menciptakan iklim usaha
yang mendorong perkembangan
pembangunan  koperasi  secara
sehat. Sebagai organisasi ekonomi.
perkembangan  koperasi  tidak
mungkin dapat dilepaskan dari
kondisi persaingan yang
dihadapinya dengan pelaku-pelaku
ckonomi yang lain. Persaingan
koperasi dengan pelaku-pelaku
ekonomi yang lain ini, selain
memiliki arti positif, dapat pula

memiliki  arti  negatif  bagi
perkembangan Koperasi. Hal itu
sangat tergantung pada iklim usaha
tempat  berlangsungnya  proses
persaingan tersebut. Sehubungan
dengan itu, maka Pemerintah
diharapkan dapat menjamin
berlangsungnya proses persaingan

itu secara schat, dan Koperasi

sebagai badan usaha tetap sebagai
penopang dari sokoguru
perekonomian di Indonesia.
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ABSTRAKSI

Satriawan dan  Djasuli
(2001), mengatakan bahwa
sumber daya manusia yang
terbesar untuk  perusahaan
manufaktur adalah  buruh,
sebagai penerima imbalan
kerja  (employee benefits).
Betapapun sempurna rencana-
rencana  organisasi  dan
pengawasan, apabila
sumberdaya manusia  tidak
dapat menjalankan tugasnya
dengan minat dan gembira,
maka industri atau organisasi
tidak akan mencapai hasil
sebanyak yang sebenarnya

dapat dicapai, As’ad
(1994:77).

Pemilik perusahaan dengan
berorientasi memaksimalkan
profit untuk kepentingan
shareholdersnya atau untuk
kepentingan manajemen itu
sendiri dalam mendapatkan
bonus misalnya, maka
manajemen itu sendiri
melakukan eksploitasi
terhadap orang lain dan
lingkungan alam (Triyuwono,
2006:4).

Brown (2009)
menyatakan“upah harian
vang adil untuk hari kerja
yang adil pula”. Kunci yang
menautkan  upah  dengan
kepuasan bukanlah jumlah
mutlak yang dibayarkan oleh
perusahaan,  tetapi  yang
terpenting  adalah persepsi
karyawan akan upah yang
dirasakan mereka berkeadilan
(Robbins, 1996:55).

“Adil” dan “tidak adil” ini
diperoleh pekerja dengan cara

Seminar Nasional dan Proceeding Universitas Dr Soecomo Surabaya
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membandingkan dirinya
dengan individu lain sebagai
pembanding(Tim Penulis
Modul FISIP UI, 1988: 35).
Karena upah  merupakan
bagian dari biaya produksi,

dari sisi kepentingan
pengusaha upaya menekan
upah merupakan

pertimbangan logis dalam
usaha mengurangi biaya
produksi (production cost).
Dari  sisi pekerja upah
menjadi ~ sumber  utama
penghasilan. Hal inilah yang
menjadikan hubungan antara
pengusaha dan buruh dalam
sistem  pengupahan ibarat
minyak dengan air, karena
merupakan dua kepentingan
yang saling berlawanan.

Diperlukan suatu konsep upah
yang  berkeadilan  dalam
meningkatkan kesejahteraan
buruh, memenuhi hak-hak
buruh, memberikan martabat
kepada buruh, memberikan
kelayakan dalam memberikan
imbalan  kerja.  Keadilan
dalam pengupahan juga akan
menjadikan hubungan yang
saling menghormati akan hak
dan kewajiban pekerja dan
pemberi kerja, tidak ada pihak
yang dirugikan, dan tidak ada
pihak yang diuntungkan.

Kata Kunci: buruh, imbalan kerja,
upah, keadilan.
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I. PENDAHULUAN

Kemajuan industri dan organisasi
yang pesat dewasa ini mengakibatkan
industri dan organisasi harus menilai
pentingnya unsur sumber daya manusia di
dalam industri dan organisasi, Arishanti dan
Ritandiyono (2005). Dunia bisnis tidak
dapat  lagi  melepaskan  diri  dari
tanggungjawab terhadap . lingkungannya,
baik  lingkungan  eksternal  apalagi
lingkungan internalnya (sumber daya
manusia). .

Hidayah (2001) berpendapat bahwa
walaupun  hanya sedikit riset yang
menyarankan untuk memasukkan variabel
manusia dalam sistem akuntansi formal saat
ini, terdapat beberapa pendekatan yang
dapat  digunakan untuk  menerapkan
akuntansi sumber daya manusia dalam
tataran praktis, yakni akuntansi aktiva
manusia, akuntansi modal manusia, dan
akuntansi goodwill manusia. Pemberian
imbalan  kerja  (employee  benefits)
merupakan salah satu  dalam kajian
penerapan akuntansi sumberdaya manusia.
[Al (2009:24.2), menjelaskan bahwa
imbalan kerja adalah seluruh bentuk
imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa
yang diberikan oleh pekerja, dimana orang
biasa menyebutnya dengan kata lain “upah”.

Satriawan  dan Djasuli (2001),
mengatakan bahwa sumber daya manusia
yang terbesar untuk perusahaan manufaktur
adalah buruh, sebagai penerima imbalan
kerja  (employee benefits). Pada akhir
tahun 1960-an, para manajer, ilmuwan
keperilakuan, analis keuangan, dan akuntan
menjadi semakin tertarik terhadap gagasan
akuntansi bagi manusia sebagai sumber
daya organisasional Ikhsan dan Ishak
(2005,349).  Semua perlakuan akuntansi
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untuk mengelola sumber daya buruh ini
dibutuhkan perhatian yang lebih khusus.

Sumberdaya manusia yang paling
besar dimiliki oleh perusahan manufaktur
pada umumnya adalah buruh, atau pekerja,
atau disebut juga pegawai. Pengertian
tenaga kerja sangat kompleks yaitu meliputi
semua orang yang mampu dan dapat
melakukan pekerjaan, baik yang sudah
mempunyai pekerjaan dalam hubungan
kerja maupun yang belum atau tidak
mempunyai pekerjaan. Di dalam undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal | ayat 2
menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang
danfjasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam Hukum Perburuhan atau
Hukum Ketenagakerjaan terdapat istilah
tenaga kerja, pekerja, dan buruh. Istilah-
istilah tersebut dalam hukum
ketenagakerjaan memiliki makna yang
sama. Tetapi masyarakat mengenal istilah
buruh sejak dulu yang diindentikkan dengan
perkerjaan kasar, pendidikan rendah dan
penghasilan yang rendah. Kata “pekerja”
memiliki pengertian sangat luas, yakni
setiap orang yang melakukan perkerjaan.
Istilah pekerja sepadan dengan karyawan,
yakni orang yang berkarya atau berkerja,
yang lebih diidentikkan pada pekerjaan
nonfisik, sifat pekerjaannya halus dan tidak
kotor. Istilah “pegawai” adalah setiap orang
yang bekerja pada pemerintah yakni
pegawai negeri.

Betapapun  sempurna
rencana organisasi dan pengawasan, apabila

rencana-

2012"Local Wisdom Entrepreneurship”

sumberdaya manusia tidak  dapat
menjalankan tugasnya dengan minat dan
gembira, maka industri atau organisasi tidak
akan mencapai hasil sebanyak yang
sebenarnya dapat dicapai, As’ad (1994:77).

Upah adalah hak pekerja dan
merupakan kewajiban bagi pengusaha.
Karena upah merupakan bagian dari biaya
produksi, dari sisi kepentingan pengusaha
upaya menekan upah merupakan
pertimbangan logis dalam usahu
mengurangi biaya produksi (production
cost). Sebaliknya dari sisi kepentingan
pekerja  upah menjadi  sumber utama
penghasilan, Hal inilah yang menjadikan
hubungan antara pengusaha dan buruh
dalam sistem pengupahan ibarat minyak
dengan air, karena merupakan dua
kepentingan yang saling berlawanan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka
harus ditemukan konsep pengupahan yang
menjunjung kearifan lokal di Indoesia.
Dengan pendekatan teori-teori keadilan
akan ditemukan konsep pengupahan yang
diinginkan oleh buruh. Tulisan ini ingin
mengungkapkan hal-hal yang menghambat
maupun yarig mendukung
pengimplementasian pengupahan
berkeadilan yang dipahami perusahaan,
Selain itu juga berusaha menemukan kosep
keadilan dalam pemberian imbalan kerja
(pengupahan) bagi para buruh.

Seminar Nasional dan Proceeding Universitas Dr Soctomo Surabaya

III. PEMBAHASAN

A. Pengupahan Harus Menggunakan
Etika

Manajemen buruh harus dilandasi
oleh adanya etika bisnis sehingga hubungan
antara perusahaan dan  sumberdaya
manusianya dapat berjalan dengan
harmonis.  Penerapan akuntansi sumber
daya manusia dalam sistem manajerial
perusahaan ini, tidak bisa terlepas dari
adanya pemahaman terhadap etika.

Etika  merupakan ilmu yang
mendalami standar moral perorangan dan
standar  moral  sebuah  masyarakat
(Velasques, 2005:10). Karena akuntansi
merupakan bagian dari ilmu sosial dan ilmu
ekonomi khususnya, maka dalam
melakukan penelitian akuntansi tidak bisa
terlepas dari permasalahan moral. Untuk itu
penelitian akuntansi yang pada saat ini
sudah mulai menyentuh tentang etika dalam
akuntansi  perlu terus dikaji  dan
dikembangkan.

Dewasa ini sistem manajerial dalam
perusahaan sudah mengalami erosi terhadap
etika, kita dapat melihatnya dengan mudah
melalui media yang ada di sekitar kita
Albrecht (1992:x). Albrecht mengatakan
bahwa sudah saatnya akuntan sebagai
bagian dari masyarakat sosial perlu sekali
untuk membawa isu “etika” ini dalam
perusahaan, khususnya untuk mengelola
sumber daya manusia dalam perusahaan.
Manajemen perusahaan harus lebih peka
lagi dalam memperlakukan pekerjanya,
terutama dalam masalah pemberian imbalan
kerja  (employee  benefits)  kepada
pekerjanya. Pemberian imbalan kerja
merupakan sarana yang paling relevan bagi
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perusahaan untuk menghargai sumber daya
manusianya sebagai penghargaan atas
perolehan  profit  yang  didapatkan
perusahaan melalui usaha dari para
pekerjanya.

Buruh, atau yang disebut sebagai
pekerja, ataupun disebut sebagai pegawai
merupakan obyek dari para pemilik modal
untuk mendapatkan keuntungannya. Buruh
dijadikan sebagai alat untuk mencapai
tujuan para pemilik modal. Posner
(1981:26) memandang dari  prinsip
“efisiensi” dalam ilmu ekonomi. Di bidang
mikro ekonomi, khususnya yang bersangkut
paut dengan kinerja perusahaan dikenal
adanya prinsip efisiensi sumber daya yang
terbatas. Para pemilik perusahaan akan
memaksimalkan usahanya (dengan
keterbatasan sumber daya yang terbatas)
dengan segala upaya untuk mendapatkan
keuntungan maksimal bagi kepentingannya
sendiri.

Pemilik perusahaan dengan
berorientasi memaksimalkan profit untuk
kepentingan shareholdersnya atau untuk
kepentingan manajemen itu sendiri dalam
mendapatkan  bonus misalnya, maka
manajemen  itu  sendiri  melakukan
eksploitasi terhadap orang lain dan
lingkungan alam (Triyuwono, 2006:4).
Manajemen enggan memberikan gaji yang
memadai bagi karyawannya, karena dengan
pemikiran egoistik gaji yang tinggi akan
memperbesar beban upah dan gaji (wages
and salaries expense). Tingginya beban
(expense) ini jelas akan memperkecil profit.
Hal ini sesuai dengan pendapat Posner
(1977:345)  bahwa  setiap  individu
mempunyai  kecenderungan untuk risk
averse.  Apabila adanya kecendurangan
individu seperti itu, maka manajer tentu saja




akan melakukan tindakan manajemen yang
cenderung untuk menghindari manajemen
biaya tinggi, efisiensi, dan
ujung-ujungnya buruh sebagai pihak vang
akhirnya menanggung beban efisiensi
manajemen tersebut.

melakukan

Tujuan buruh melakukan pekerjaan
adalah untuk mendapatkan penghasilan
yang cukup untuk membiayai kehidupannya
bersama keluarganya. Upah adalah
pembayaran yang diterima buruh selama
melakukan pekerjaan atau dipandang
melakukan pekerjaan. Undang-undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa
pekerja/buruh  adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upab/imbalan
dalam bentuk lain. Imbalan kerja (employee
benefits) atau upah adalah sejumlah bentuk
imbalan yang diberikan perusahaan atas
jasa yang diberikan oleh pekerja.

BPS (2010) menyatakan indikator
utama tingkat kemiskinan di Indonesia
adalah nilai upah buruh yang berlaku saat
ini. Survei upah yang dilakukan 4DB dan
BPS pada upah buruh di bawah mandor di
sektor manufaktur. Survei dilakukan setiap
triwulan yakni Maret, Juni, September, dan
Desember. Hasil survei menunjukkan, ada
perubahan  signifikan  pada  tingkat
kemiskinan akibat naiknya nilai upah buruh.
Ini dapat dilihat pada 2009, perubahan nilai
upah buruh tani 22 persen dapat
menurunkan tingkat kemiskinan hingga 16
persen. Hal ini sangat berbeda dengan nilai
upah buruh pada 2005 yang turun hingga 18
persen. Akibatnya, tingkat kemiskinan di
Indonesia menjadi 25 persen.
tinggi di Indonesia tidak lain karena
turunnya niiai upah buruh. Kenaikan upah

Kemiskinan
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buruh 20 persen dapat menurunkan tingkas
kemiskinan 10 persen.

B. Kerangka Peraturan Pemerintah
Sumber  Jaminan  Kesejahteraan
Buruh .

rmold (1999), dari hasil penelitiannys
terhadap buruh menyimpulkan  bahws
bilamana kerangka peraturan institus
pemerintah sangat minimal, maka hal inf
berakibat  pada sedikitnya keuntungin
perusahaan yang diperuntukkan untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh. Hasil -
penelitian lebih lanjut menyatakan dengan
ketiadaan peraturan yang jelas, maka
keterlibatan karyawan dan program kualita
yang diimplementasikan dalam ke-3 obyek
penelitiannya, tidak hanya gagal untuk
memberikan  keamanan  kerja  yang
dijanjikan, otonomi tempat kerja, dan
pemberdayaan, tetapi sesungguhnyi
berdampak sebaliknya, pengurangar
terhadap  buruh, menguntungkan serikat
pengusaha, menimbulkan pemogokar,
pelarangan bekerja, dan PHK besar-besarai.
Sehingga bila ada peraturan perundang-
undangan yang secara tegas melindungi
buruh di Indonesia maka pemberian imbalan
kerja untuk semua buruh di Indonesia akan
lebih baik dan semakin mendekati ke arali
keadilan.

Revitalisasi manufaktur
digambarkan bukan saja hanya sebagai
strategi untuk mendapatkan profitabilitas
perusahaan, tetapi sebagai sebuah stratepi
untuk daya saing ekonomi nasional
(Dertouzos et al., 1989). Bagi buruh, rejim
manufaktur baru seharusnya tidak hanya
menjanjikan pekerjaan yang aman, tetapi

juga pekerjaan yang baik, sebuah tempat
kerja dengan pekerja yang mempunyai skill,
rotasi pekerjaan, dan pengawasan terhadap
kerja mereka, dimana pengetahuan dan
kreativitas dinilai, dan buruh di semua level
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
untuk meningkatkan proses dan kualitas
manufaktur (Arnold, 1999).

Streeck (1992) menunjukkan bahwa

dengan terdapatnya kerangka peraturan
yang  minimal, dibutuhkan  sebuah
penganekaragaman kualitas dalam

berproduksi untuk meningkatkan gaji buruh,
dan meningkatkan keterampilan buruh.
Wagman dan Young (2007) menyatakan
bahwa dengan adanya Standar Akuntansi
untuk  imbalan  kerja,  scharusnya
memberikan transparansi dan kepastian
dalam program pemberian imbalan kerja
sehingga memberikan ketenteraman kepada
buruh dalam melakukan pekerjaannya.

Pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. uu
Ketenagakerjaan disahkan DPR RI pada 26
Pebruari 2003, sebelumnya Undang-Undang
ini bernama RUU Pembinaan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan. Undang-
Undang ini disusun dengan harapan dapat
memperhatikan aspek ekonomi makro serta
iklim investasi.

UU No. 13 Tahun 2003 yang
mengatur tentang perjanjian kerja antara
perusahaan dan pekerja. Perjanjian kerja
merupakan hal yang sangat penting dalam
suatu hubungan kerja antara perusahaan
dengan pekerja, karena memuat segala
konsekuensi yang menjadi hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
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C. Kondisi
Indonesia

Sistem Pengupahan di

1. Upah yang Rendah

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengharuskan
perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah
dana baik untuk pesangon, uang ganti rugi
dan uang penghargaan masa kerja pada saat
PHK yang ditujukan untuk kesejahteraan
pekerja tersebut. Sehingga kalau kita kaji
lebih jauh menyimak Undang Undang
Ketenagakerjaan di Indonesia, arti upah
tersebut lebih luas cakupannya dari sekedar
take home pay. Dengan demikian, sudah
sepantasnyalah apabila perhatian para
pelaku usaha adalah bagaimana menjadikan
buruh senang, bahagia dan puas akan apa
yang diberikan dan diterimanya dalam
pekerjaannya, jika para pengusaha tersebut
menginginkan keberhasilan tujuan-tujuan
organisasi perusahaannya tercapai dengan
baik.

Secara umum, ada dua komponen
dalam pemberian upah: pertama,
pembayaran keuangan langsung dalam
bentuk upah, gaji insentif, komisi, dan
bonus; kedua, pembayaran yang tidak
langsung dalam bentuk tunjangan keuangan
seperti asuransi dan ua.né liburan yang
dibayarkan majikan Dessler (1997:25). Di
dalam pengupahan juga terdapat hak-hak
buruh termasuk hak cuti (hamil, datang
bulan), hak sakit.

Tetapi kenyataannya berdasarkan
data yang dihimpun, faktor yang membuat
investor tertarik bagi investor untuk
menginvestasikan modalnya di Indonesia
adalah murahnya biaya pekerja Indonesia
dibandingkan negara tetangga semisal
Filipina, Thailand, Malaysia, India dan




China (Murti, 2012). Harga tenaga kerja
Indonesia paling murah di antara negara-
negara tersebut. Hanya berkisar USD 0.6
atau hanya Rp 5.400 jika dihitung per jam.
Jika dibandingkan dengan upah pekerja di
Filipina dan Thailand serta Malaysia,
masing-masing USD 1,04 per jam, USD
1,63 per jam dan USD 2,88, Secara tegas

tergambar bahwa dari aspek biaya tenaga _

kerja, upah buruh di Indonesia adalah yang
paling rendah di antara 10 negara ASEAN.

2. Perusahaan Belum Sepenuhnya
Menerapkan Sistem Perundangan
Perburuhan dan Pengungkapan
dalam Laporan Keuangan

IAT (2009:24.2), menyebutkan yang
dimaksud dengan imbalan kerja adalah
seluruh bentuk imbalan yang diberikan
perusahaan atas jasa yang diberikan oleh
pekerja. Imbalan kerja meliputi imbalan
yang diberikan kepada pekerja atas
tanggungannya dan harus diselesaikan
dengan  pembayaran  (atau  dengan
penyediaan barang atau jasa), baik secara
langsung kepada pekerja, suami/istri
mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya
atau kepada pihak lain, seperti perusahaan
asuransi.

IAI (2009:PSAK 24) mengatur
secara komprehensif mengenai pernyataan
akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja
bagi karyawan suatu perusahaan sebagai
revisi PSAK  No. 24 Tahun 1994 tentang
akuntansi biaya manfaat pensiun, yang telah
diterapkan sebelumnya. Adapun tujuan
adalah untuk mengatur akuntansi dan
pengungkapan  imbalan  kerja  yang
mengharuskan perusahaan untuk mengakui:
kewajiban, jika pekerja telah memberikan
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jasanya dan berhak memperoleh imbalan
kerja yang akan dibayarkan di masa depan;

dan  beban, jika perusahaan menikmati
manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa
yang diberikan oleh pekerja yang berhak
memperoleh imbalan kerja. Tetapi hampir
sebagian besar perusahaan hanya sedikit

yang menerapkan dana pensiun dalam

sistem pemberian imbalan kerjanya.

Menurut Undang-undang No. 12
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah
dibedakan dengan jelas antara uang
pesangon dan uang jasa berdasarkan -

lamanya masa kerja dan  formula

pembayarannya. Barang siapa berpendirian

bahwa hukum hanya dapat diketemukan
dalam undang-undang akan merasa sangat
kecewa menghadapai kenyataan bahwa,
justru mengenai soal-soal perburuhan,
banyak hal tidak (belum diatur) dalam

undang-undang  perburuhan,  Soepoma

(1985:20). Hal ini tentunya akan membuat
posisi buruh sebagai pihak yang paling tidak
beruntung menjadi sangat tidak terakomodir
hak-haknya dengan baik. Hendaknya

perlakuan akuntansi imbalan kerja yang

diterapkan  perusahaan  mencerminkan
keadilan yang memihak kepada buruh.
Keadilan dalam pemberian imbalan kerja
merupakan sesuatu yang sangat penting
harus  dipahami  pihak manajemeﬁ

perusahaan, sehingga akan terbawa ke

dalam semua perlakuan akuntansinya.

Persoalan buruh di Indonesia, tidak
lepas dari tingkat kesejahteraan, upah yang
dinilai masih minim, dan outsourching
(Murti, 2012). Berbicara mengenai upah dan
tingkat kesejahteraan, Menteri Koordinator
Bidang  Perekonomian Hatta Rajasa
mengakui jika gaji buruh hanya sebesar Rp

Seminar Nasional dan Proceeding Universitas Dr Soetomo Surabaya

1,5 juta per bulan atau di bawah angka itu
tidak cukup untuk biaya hidup. Terutama di
Jakarta, - Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi.

Realitas yang terdapat pada
perusahaan-perusahaan  yang ada di
Indonesia saat ini, ternyata hanya sedikit
sekali perusahaan yang mencantumkan
akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja
yang mengharuskan perusahaan untuk
mengakui segala hal yang berkaitan dengan
hak dan kewajibannya dalam sistem
akuntansinya. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan oleh Gladylasari (2007)
bahwa dalam praktik manajemen PT X
belum melakukan perjanjian dengan
karyawan sehubungan dengan
diberlakukannya Undang-undang No. 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan
belum menerapkan PSAK No. 24 tahun
2009.

Nurhayati (2010) juga menyatakan
bahwa perusahaan belum sepenuhnya
memperlakukan buruh seperti disyaratkan
dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003.
Tidak ada perjanjian kerja di awal
mempekerjakan buruh yang menyebabkan
tidak terakomodasinya hak-hak buruh
sehingga menyebabkan posisinya lemah.
Perusahaan juga tidak
perlakuan akuntansi seperti yang terdapat
dalam PSAK No. 24 tahun 2009.

menerapkan

3. Lemahnya Perlindungan Hukum
dan Daya Tawar Buruh
Perlindungan  hukum terhadap

buruh di Indonesia masih sangat lemah.
Beberapa waktu yang lalu publik Indonesia
terhenyak ketika mengikuti kasus Omi binti
Saanen (28), buruh perempuan PT Panarub
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Dwikarya, vang ditahan Polres Tangerang
Kota karena mengirim SMS berisi ancaman
akan meledakkan bom di perusahaannya
sendiri, beberapa waktu lalu (Kuwado, F.
Januarius, 2012). Omi mengirimkan sms
tersebut karena kecewa kepada perusahaan
vang tidak memberikan ijin cutinya pada
saat anak balitanya sakit. Dan ironisnya,
karena tidak dapat merawat anaknya
tersebut, sampai akhirnya anak tersebut
meninggal dunia. Kasus yang dianggap
menodai keadilan itu merupakan secuil saja
dari segunung kasus-kasus perburuhan di
Indonesia.

Dominasi pemerintah dalam hubungan
industri dan melahirkan daya tawar buruh
yang sangat rendah apabila berhadapan
dengan pemerintah dan pengusaha. Standar
upah pada masa ini didasarkan pada Upah
Minimum  Regional dengan  ukuran
Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) yang
hanya terpenuhi sebesar 70-80% (Syafaat,
2006:2). Buruh telah kehilangan hal‘(_
kontrol terhadap Negara dalam kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam rangka memperkuat legitimasi
negara atas kontrol dan pengendali buruh di
Indonesia, rezim Megawati telah
mengesahkan UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. - Keberadaaan UU
ini cacat hukum mengingat secara
prosedural  dan  substansial  tidak
menyertakan elemen kebutuhan buruh di
Indonesia, yang tentu saja ditolak secara
tegas oleh kaum buruh (Syafaat er
al.,2006:16). Negara digunakan sebagai
alat pemodal untuk melakukan akumulasi
modalnya di Indonesia dengan merepresi
dan memperlemah buruh.  Kondisi ini
menempatkan ~ Negara  sebagai  alat
pengendali sekaligus pengontrol posisi




tawar buruh di hadapan pemodal dapat
terlaksana.

4. Politik Perburuhan

Secara umum pengaturan politik
hukum pengupahan di Indonesia dapat
dibedakan alam beberapa masa yaitu masa
rezim orde baru, rezim reformasi dan sat ini.
Dalam masa rezim orde baru, semangat
yang timbul adalah penempatan buruh
sebagai bahan bakar lokomotif
pembangunan ekonomi dalam  proses
produksi dan secara politis ditempatkan
dalam massa pendukung para elite (Syafaat,
2006). Menurut data statistik, pada
pertengahan 1980-an Indonesia memasuki
fase industrialisasi dimana kebijakan yang
dikeluarkan adalah menyediakan kondisi
umum bagi akumulasi modal dalam bentuk
buruh murah yang sangat gencar
dipromosikan sebagai unggulan kompetitif
untuk menarik investasi dari luar negeri.

Menurut YLBHI (1998:11)
pengaturan politik hukum perburuhan masa
orde baru dilakukan dalam bentuk:

1. Penjabaran bentuk ideologi
negara ke dalam  konsep
otoriteranisme Hubungan
Industrial Pancasila

2. Politik penunggalan organisasi
buruh dalam bentuk
organisasi buruh korporatis
yaitu Federasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia
(FSPSI).

3. Kanalisasi sistem penyelesaian
sengketa-sengketa
perburuhan di bawah
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lembaga admisnistrasi

pemerintah

4.,  Memberi peluang sekaligus
melegitimasi keterlibatan
aparat ABRI dalam
penyelesaian perselisihan
perburuhan

5. Kebijakan jaminan sosial
tenaga kerja dan monopoli

pengelolaannya di  bawah

BUMN

6.  Politik hukum pengupahan
yang menempatkan badan
pengupahan  di bawah
otoriatas pemerintah

7. Komoditas ekspor jasa buruh
Indonesia ke luar negeri

8.  Deskriminasi dan eksploitasi
buruh perempuan

9. Eksploitasi buruh anak

Pergerakan reformasi memaksa orde
baru tumbang dan digantikan oleh rezim
reformasi.  Walaupun saluran demokrasi
telah terbuka, namun tidak begitu bagi
kaum buruh. Kaum buruh masih tidak
memiliki kesempatan untuk menentukan
agenda-agenda ekonomi politiknya.
Gerakan buruh menuntut hak normatifnya
dipandang sebagai gangguan masuknya
investasi ke Indonesia sehingga represifitas
yang dilakukan aparat pun tak terelakkan.
PHK massal, naiknya harga kebutuhan
pokok, bahan bakar, biaya kesehatan, dan
sekolah melambung lebih dari 200%.
Sementara itu, usulan untuk menaikkan
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UMR sebesar 15% ditolak oleh pengusaha
dan pemerintah. Pada masa ini standar upah
yang digunakan adalah  berdasarkan
Kebutuhan Hidup Minimal yang dalam
pelaksanaannya belum terpenuhi  100%
(Syafaat e al., 2006:2).

Kondisi politik hukum perburuhan
maupun pengupahan sampai saat ini sangat
memprihatinkan.  Kebijakan dan seluruh
aturan perburuhan baik secara substansial
maupun implementasinya sangat tidak
mengakomodasi kepentingan buruh, bahkan
sarat dengan permainan politik di dalamnya.

Sebagai contoh dalam beberapa
pemberitaan di media masa baru-baru ini
disebutkan bahwa Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi telah berulang kali
menyatakan menyikapi putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan janji
penghentian  perizinan sementara  bagi
perusahaan outsourcing mulai 1 September
2012. Namun keputusan tersebut belum
juga memperlihatkan akibat positif bagi
buruh. Nasib pekerja di berbagai perusahaan
masih tidak  jelas. Pemberlakuan
moratorium  (penghentian  sementara)
terhadap penerbitan izin bagi perusahaan
outsourcing belum kunjung mengubah nasib
pekerja (Hanoman-i, 2012).

Padahal MK ketika mengeluarkan
putusan dengan tegas menyebutkan, sistem
kontrak, termasuk outsourcing, melanggar
konstitusi, karena tidak memberikan
dampak positif pada pemenuhan hak-hak
buruh. Alasan tersebutlah yang membuat
MK mengabulkan sebagian permohonan
pengujian Undang-Undang (UU) No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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5. Konsep Keadilan dalam

Pengupahan

Upah dapat dikategorikan sebagai
hubungan timbal balik antara pengusaha dan
pekerja  dalam  melakukan pekerjaan,
pengusaha mendapatkan jasa tenaga kerja
dari pekerja/buruh dan mendapatkan upah
sebagai hasil kerjanya. Hubungan timbal
balik ini harus benar-benar diterapkan
dengan baik, dimana kesepakatan, saling
pengertian antara hak dan kewajiban
keduanya sehingga tercapai  suatu
keharmonisan  antara  pengusaha dan
pekerja.

Penelitian yang dilakukan Sutrisno
(1996) menyatakan bahwa lingkungan kerja,
imbalan intrinsik, dan imbalan ekstrinsik
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap prestasi kerja dimana imbalan
ekstrinsik mempunyai pengaruh yang paling
besar terhadap prestasi kerja. Di Indonesia,
sebagal negara hukum, telah diatur masalah
perburuhan ini pada Undang-Undang Dasar
1945 dalam pasal 27 bahwa setiap warga
negara  berhak  untuk  mendapatkan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Secara umum, ada dua komponen
dalam kompensasi: pertama, pembayaran
keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji
insentif, komisi, dan bonus; kedua,
pembayaran yang tidak langsung dalam
bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi
dan uvang liburan yang dibayarkan majikan
Dessler (1997:25).

Sistem pengupahan merupakan
kerangka bagaimana upah diatur dan
ditetapkan. Sistem  pengupahan  di
Indonesia pada umumnya didasarkan pada
tiga fungsi upah, yaitu: (1) menjamin
kehidupan yang layak bagi pekerja dan




keluarganya, (2) mencerminkan imbalan
atas hasil kerja seseorang, dan (3)
menyediakan insentif untuk mendorong
peningkatan produktivitas kerja.

Pengusaha dan karyawan pada
umumnya mempunyai pengertian yang
berbeda mengenai upah. Bagi pengusaha,
upah dapat dipandang sebagai beban, karena
semakin besar upah yang dibayarkan kepada
karyawan, semakin  kecil  proporsi
kuntungan bagi pengusaha. Segala sesuatu
yang  dikeluarkan  oleh  pengusaha
sehubungan dengan mempekerjakan
seseorang dipandang sebagai komponen
upah: uang tunai (gaji), tunjangan beras,
pengangkutan, kesehatan, konsumsi yang
disediakan dalam menjalankan ' tugas,
pembayaran upah waktu libur, dan lain-lain.
Di pihak lain, karyvawan dan keluarganya
biasanya menganggap upah hanya sebagai
apa yang diterimanya dalam bentuk uang
(take home pay). Kenyataan menunjukkan
bahwa hanya sedikit pengusaha yang secara
sadar dan sukarela terus-menerus berusaha
meningkatkan penghidupan karyawannya,
terutama pekerja golongan ekonomi rendah.
Di pihak lain, karyawan melalui Serikat
Pekerja dan/atau dengan campur tangan
Pemerintah selalu menuntut kenaikan upah
dan perbaikan fiinge benefits.

Menurut Handoko (1998:35)
kompensasi adalah segala sesuatu yang
diterima karyawan sebagai balas jasa atas
kerja mereka, dan merupakan salah satu
cara meningkatkan prestasi kerja mereka.

Motivasi ~ dan  kepuasan  karyvawan
didapatkan dengan memberikan
kompensasi. Simamora  (1997:27)

menyatakan bahwa kompensasi merupakan
apa yang diterima karyawan sebagai ganti
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kontribusi  mereka kepada organisasi.

Kompensasi meliputi kembalian-kembalian

finansial dan jasa-jasa yang diterima olch
para  karyawan sebagai bagian dari
hubungan kepegawaian. Kompensasi
merupakan bentuk penggajian atau ganjarar
yang mengalir kepada pegawai dan timbul
dari kepegawaian mereka.

Upah adalah hak pekerja dan

merupakan kewajiban bagi pengusaha
Karena upah merupakan bagian dari biaya
produksi, dari sisi kepentingan pengusahu
upaya  menekan  upah  merupakan
pertimbangan logis dalam usahs
mengurangi biaya produksi (production
cost). Sebaliknya dari sisi kepentingan
pekerja  upah menjadi  sumber utama
penghasilan. Hal inilah yang menjadikan
hubungan antara pengusaha dan buruh
dalam sistem pengupahan ibarat minyak

dengan air, karena merupakan dua

kepentingan yang saling berlawanan.

Pekerja adalah manusia, sebagai
seorang manusia sudah pasti mempunyai
banyak kebutuhan di dalam hidupnya.
Kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai
oleh setiap individu masing-masing berbeda
dan nilainya pun berbeda. Oleh karena itu,

sepanjang upah yang diterima belum

mampu  mendukung ~ kebutuhan  dasar
hidupnya, maka perjuangan ke arah
perbaikan upah merupakan hal yang wajar
untuk dilakukan.

Upah pada dasarnya merupakan

sumber utama penghasilan seseorang, sebab

itu, upah harus cukup untuk memenuhi
kebutuhan karyawan dan keluarganya
dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan
diukur dengan kebutuhan hidup minimum
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atau yang sering disebut dengan Kebutuhan
Fisik Minimum (KFM). Adalah tanggung
jawab semua masyarakat, pemerintah,
pengusaha dan karyawan itu sendiri untuk
menjamin  bahwa  kebutuhan  hidup
minimum setiap karyawan dapat terpenuhi
melalui pekerjaan darimana dia memperoleh
penghasilan.

Kelangsungan perusahaan hanya dapat
dijamin dengan produktivitas karyawan
yang tinggi. Produktivitas kerja karyawan
yang tinggi memungkinkan pengusaha
untuk mengembangkan usahanya dan
memberikan upah : yang tinggi bagi
karyawannya. Kenyataannya menunjukkan
bahwa masih banyak pekerja Indonesia
berpenghasilan sangat kecil dari kebutuhan
minimumnya. Rendahnya tingkat
penghasilan tersebut dapat terjadi karena :
karyawan yang bersangkutan memang
mempunyai  produktivitas kerja yang
rendah, dan ketidaksempurnaan pasar
sehingga pengusaha secara sengaja atau
tidak sengaja memberikan upah yang lebih
kecil dari nilai hasil kerja karyawan
(Simanjuntak, 1985:114).

Perusahaan sudah seharusnya
memberikan perhatian terhadap keadilan
dalam pemberian imbalan kerja bagi para
buruh.  Pemberian  imbalan kerja yang
berkeadilan akan membuat pekerja merasa
puas sehingga meningkatkan kinerja para
karyawan, dan hal ini tentu saja akan
menguntungkan  perusahaan. Sentana
(1992) menyatakan bahwa baik perusahaan
maupun pekerja mempunyai kepentingan
yang sama atas adanya suatu sistem imbalan
kerja yang dirasakan berkeadilan. Ardiana
(1995) dalam penelitiannya yang dilakukan
pada sebuah bank swasta di Indonesia
mengungkapkan bahwa terdapat dua
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variabel  tentang kompensasi  yang
mempengaruhi kinerja karyawan
perusahaan. Kedua variabel yang
mempengaruhi tersebut adalah persepsi
tentang keadilan kompensasi (baik finansial
maupun non-finansial), dan  variabel
kepuasan kompensasi. Keadilan finansial
yang dimaksudkan disini termasuk di
dalamnya pemberian imbalan  kerja
(employee benefits).

Para pekerja menginginkan sistem
imbalan kerja, kebijakan promosi yang
mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai
dengan harapan mereka. Bila upah dilihat
adil, yang didasarkan pada tuntutan
pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan
standar pengupahan komunitas,
kemungkinan besar akan dihasilkan
kepuasan kerja karyawan dan mereka
merasakan kesejahteraan.  Kunci yang
menautkan upah dengan kepuasan bukanlah
jumlah  mutlak yang dibayarkan oleh
perusahaan, tetapi yang terpenting  adalah
persepsi karyawan akan upah yang
dirasakan mereka berkeadilan (Robbins,
1996:55).  Siswanto (2001) menyatakan
bahwa kompensasi finansial dan non-
finansial ternyata mempunyai pengaruh
yang sangat positif terhadap motivasi kerja
dan kinerja karyawan.

Persepsi merupakan suatu proses
pembuatan penilaian (judgemenf) tentang
keadilan. “Adil” dan  “tidak adil” ini
diperoleh pekerja dengan cara
membandingkan dirinya dengan individu
lain  sebagai  pembanding. Jika
pembandingan antara hasil dengan masukan
pekerja, sama besar dengan individu
pembanding, maka keadilan tersebut
tercapai. Sebaliknya jika tidak sama, maka




ketidakadilan akan dirasakan oleh pekerja
(Tim Penulis Modul FISIP UI, 1988: 35).

Keadilan adalah suatu fundamental
dari sistem kompensasi (Newman &
Milkovich, 2004:8). Pemyataan seperti
“perlakuan yang adil untuk semua pegawai”
merefleksikan sebuah perhatian terhadap
keadilan. Tujuan keadilan berusaha untuk

menjamin  keadilan kompensasi untuk
semua individu dalam hubungan
ketenagakerjaan., Tujuan keadilan fokus

kepada pembuatan sistem kompensasi yang
mengenali baik kontribusi pekerja (semakin
tinggi kinerja atau pengalaman atau training
maka semakin tinggi pula kompensasi yang
diberikan)  dan  kebutuhan  pekerja
(memberikan upah minimum, atau asuransi
kesehatan).

Munandar (2001:27) berpendapat
bahwa orang yang menerima upah yang
dipersepsikan “terlalu kecil” atau “terlalu
besar” akan mengalami ketidakpuasan.
Oleh karena itu, hal yang terpenting ialah
sejach mana upah yang diterimanya
dirasakan  berkeadilan. Jika

upah
dipersepsikan sebagai adil berdasarkan
tuntutan-tuntutan pekerjaan, tingkat

keterampilan individu dan standar upah
yang betlaku untuk kelompok pekerjaan
tertentu, maka akan didapatkan kepuasan
kerja.

Riyono (1996) berpendapat bahwa
kepuasan kerja merupakan perasaan pekerja
atau karyawan yang berhubungan dengan
pekerjaannya, yaitu dia merasa senang atau
tidak senang, bangga atau jenuh, sebagai
hasil dari penilaian individu bersangkutan
terhadap  pekerjaannya  yang  dirasa
berkeadilan. Menurut Jewell dan Siegall
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(1989:45) penentu atau determinan utam:
dari kepuasan kerja, tidak hanya terleta
pada jumlah gaji absolut, tetapi kepuasan
kerja juga bergantung pada persepsi pekerja

tentang pengupahan yang dirass -
berkeadilan. Arishanti dan Ritandiyono
(2005)  berpendapat bahwa terhadag

hubungan yang signifikan antara persepsi
karyawan  terhadap keadilan  dalam
pemberian upah dengan kepuasan kera
pada lingkungannya bekerja.

Undang-Undang No 13 Tahun 2001
tentang Ketenagakerjaan pada pasal 10
ayat (1) menyatakan bahwa untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja
atau burvh dan keluarganya, pengusahi
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan”
Istilah “kesejahteraan™ ini mengandung arti
yang cukup luas dan mencakup berbagui
segi pandangan atau ukuran dalam suaty
istilah. Kata “sejahtera” berasal dari dari
kata yang berarti aman, makmur, dan
selamat. Suatu ukuran kesejahteraan adalal
ukuran yang abstrak dan relatif, namus
bukan berarti tidak dapat diukur. Pengertian
kesejahteraan menurut Purwadarminta yang
dikutip oleh Sumarnonugroho (1984:27):

“Kesejahteraan adalah
keadaan aman, sentosa,
makmur, dan  selamat

(terlepas dari segala macam
gangguan, kesukaran, dan
lain sebagainya).”

Salah satu prinsip yang perls
diperhatikan ~ dalam  perancangan  dun
pelaksanaan  kompensasi adalah adanys

keadilan, baik keadilan eksternal, keadilan
internal maupun individu (Kristiyanto,
2000). Keadilan eksternal (external equity)
diartikan sebagai kompensasi yang wajar
yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan
serupa di pasar tenaga kerja.

Keadilan eksternal dinilai dengan
membandingkan pekerjaan serupa diantara
perusahaan-perusahaan yang dapat
diperbandingkan. Keadilan internal
(internal equity) diartikan sebagi tingkat
kompensasi yang pantas dengan nilai
pekerjaan  internal  bagi  perusahaan.
Keadilan internal adalah fungsi dari status
relatif sebuah pekerjaan, nilai ekonomis
suatu pekerjaan atau status sosisal sebuah

pekerjaan. Keadilan ini berhubungan
dengan variasi kompensasi diantara
pekerjaan-pekerjaan dalam suatu
perusahaan.

Keadilan individu (individual equity)
berarti bahwa individu-individu merasa
bahwa mereka diperlakukan secara adil
dibandingkan dengan rekan sekerja mereka.
Saat karyawan menerima kompensasi dari
perusahaan, prinsip keadilan mereka
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (1) rasio

kompensasi terhadap masukan upaya,
pendidikan, pelatihan, ketahanan akan
kondisi kerja yang merugikan dari

seseorang, dan (2) perbandingan rasio ini
dengan rasio-rasio yang dirasakan oleh
karyawan lain (Luthans, 1995:45).

Mathis dan Jackson (2000:23)
menyatakan bahwa kompensasi merupakan
suatu faktor penting yang mempengaruhi
bagaimana dan mengapa seseorang memilih
untuk bekerja pada organisasi daripada yang
lain. Para majikan harus memiliki alasan
yang kompetitif dengan beberapa jenis
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kompensasi dalam rangka mengkaji,
menjaga, dan memberi penghargaan atas
hasil kerja individu dalam organisasi.

Mondy dan  Noe  (1993:73)
mengemukakan bahwa kompensasi harus
mengacu pada setiap imbalan yang diterima
individu sebagai timbal balik kerja mereka.
Kompensasi finansial langsung terdiri dari
pembayaran yang diterima seseorang dalam
bentuk gaji, bonus dan komisi. Kompensasi
finansial tidak langsung meliputi semua
imbalan finansial yang tidak tercakup dalam
kompensasi langsung. Kompensasi non-
finansial merupakan kepuasan yang
diterima seseorang baik dari pekerjaan itu
sendiri dan atau dari lingkungan fisik
dimana seseorang bekerja.

A. Teori Keadilan John Rawls

Rawls memformulasikan a Theory of
Justice yang menjelaskan teori keadilan
sosial sebagai the difference principle dan
the principle of fair equality of opportunity.
Inti dari the difference principle, adalah
bahwa perbedaan sosial dan  ekonomis
antara pemberi kerja dan pekerja harus
diatur agar memberikan manfaat yang paling
besar bagi mereka yang paling kurang
beruntung (dalam hal ini adalah pekerja).
Jangan sampai yang terjadi adalah dengan
mempunyai power, maka pemberi kerja
malah mengeksploitasi para pekerjanya
untuk memaksimalkan keuntungannya.

Rawls memberikan prinsip keadilan
dimana perbedaan sosial dan  ekonomis
antara pemilik perusahaan (owners) dan
buruh harus diatur sedemikian rupa agar
memberikan manfaat yang paling besar bagi
mercka yang paling kurang beruntung (7he
worth off), dalam hal ini adalah buruh.




Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan
memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan.
Pembatasan terhadap kemerdekaan
ini  hanya untuk  kepentingan
kemerdekaan itu sendiri,

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik
kesetaraan dalam kehidupan sosial
maupun kesetaraan dalam bentuk
pemanfaatan kekayaan alam (“social
goods"). Pembatasan dalam hal ini
hanya dapat dizinkan bila ada
kemungkinan keuntungan yang lebih

besar.

3. Kesetaraan  kesempatan  untuk
kejujuran, dan penghapusan
terhadap ketidaksetaraan

berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut,
Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip kedilan.
yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa
ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal

liberty of principle)

2. Prinsip  perbedaan  (differences
principle)

3. Prinsip  persamaan  kesempatan

(equal opportunity principle)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan
(konflik), maka: Equal liberty principle
harus  diprioritaskan dari pada prinsip-
prinsip  yang lainnya, Dan, Equal
opportunity principle harus diprioritaskan
dari pada differences principle.
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B. Teori  Keadilan
dalam Islam

Islam  adalah  agama  yanp

komprehensif, mengatur segala masaluli
dunia dan akhirat. Beberapa ayat dan hadist

yang menjelaskan tentang pengupahan

disebutkan di bawah ini:

Dan katakanlah : “Bekerjalah
kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mu'min
akan melihat pekerjaanmu itu,
dan kamu akan dikembalikan
kepada Allah Yang Mengetahui
akan ghaib dan yang nyata,
lalu  diberikan-Nva  kepada
kamu  apa  yang  kamu
kerjakan.” (At Taubah ; 103).

Dari ayat diatas jelaslah bahwa
dimensi akhirat (pembalasan di hari
kiamat) sangatlah kental. Tidak ada
tempat bagi semua yang tesembunyi di
balik  keinginan-keinginan pemberi
kerja untuk mengeksploitasi buruh dan
mendapat  keuntungan yang sebesar-
besarnya untuk diri sendiri.

Allah berfirman di dalam ayat yang
lain:

“Barang siapa yang
mengerjakan amal saleh, baik
laki-laki  maupun  perempuan
dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya  akan  Kami
berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya
akan  Kami  berikan balasan
kepada mereka dengan pahala
yang lebih baik apa yang telah

Pengupahan

mereka kerjakan.” (An Nahl :
97).

Tidak ada diskriminasi dalam Islam,
sehingga buruh wanita dan buruh laki-laki
mendapatkan  hak  dan  mempunyai
kewajiban yang sama di hadapan Allah.
Pengupahan buruh wanita juga sama jumlah
nominalnya dengan buruh laki-laki, tidak
ada perbedaan gender yang mengakibatkan
perbedaan perlakuan dalam pengupahan.

Dalam ayat yang lain, Allah juga
berfirman:

“Sesungguhnya mereka yang
beriman dan beramal saleh
tentulah  Kami tidak  akan
menyia-nyiakan pahala orang-
orang  yang  mengerjakan
amalan(nya) dengan baik.” (Al
Kahfi : 30).

Masih dalam kajian tentang pengupahan,
yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa
Rasulullah s.a.w bersabda:

“Mereka (para budak dan

pelayanmu) adalah
saudaramu, Allah
menempatkan ~ mereka  di

bawah asuhanmu; sehingga
barang  siapa  mempunyai
saudara di bawah asuhannya
maka harus diberinya makan
seperti apa yang dimakannya
(sendiri) dan memberi pakaian
seperti apa yang dipakainya
(sendiri); dan tidak
membebankan pada mereka
dengan tugas yang sangat
berat, dan  jika  kamu
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membebankannya dengan
fugas  seperti  itu, maka
hendaklah membantu mereka
(mengerjakannya).” (HR.
Muslim).

Dalam pandangan Islam, pemberi
kerja tidak boleh membebankan pekerjaan
melebihi kemampuan buruh dan
mendudukkan buruh di tempat yang mulia,
sebagai mitra dalam mencari ridlo Allah.
Apabila buruh merasa terdholimi oleh
pemberi kerja dan pemberi kerja merasa
dicurangi oleh buruh, maka ridlo Allah
tidak akan didapat. Tentu saja Allah melihat
dan mengetahui apa-apa yang nampak dan
tidak, sehingga tidak ada rasa saling .
merugikan.

Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa yang menjadi pekerja
bagi kita, hendaklah ia
mencarikan isteri (untuknya);
seorang pembantu bila tidak
memilikinpa,  hendaklah ia
mencarikannya untuk
pembantunya. Bila ia tidak
mempunyai  tempat  tinggal,
hendaklah  ia  mencarikan
tempat  tinggal. Abu  Bakar

mengatakan: Diberitakan
kepadaku bahwa Nabi
Muhammad Saw.
bersabda: “Siapa yang

mengambil sikap selain itu,
maka ia adalah seorang yang
keterlaluan atau  pencuri.”
(HR. Abu Daud).

Dalam riwayat hadist yang lain juga
menyebutkan bahwa gaji, upah, dan segala
kompensai tidak boleh dibayarkan melebihi
dari waktu yang telah disepakati. Juga




dalam hadist ini dejelaskan  haram
hukumnya jika 2 orang atau lebih
mengadakan hubungan kerja tanpa adanyva
klausul-klausul awal yang telah disepakati
kedua belah pihak.  Rasullulah SAW
bersabda:

“Berikanlah  gaji  kepada
pekerja sebelum kering
keringatnya, dan beritahukan
ketentuan  gajinya,  terhadap
apa yang dikerjakan”. (HR.
Baihagqi).

Dari berbagai ayat dan hadist di atas
dapat disimpuikan bahwa selain memiliki
dimensi dunia, pengupahan juga berdimensi

akhirat. Manusia akan
mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya di  dunia. Bagaimana

pengusaha  bermuamalah (berhubungan
dengan manusia yang lain) selama di dunia
akan berimplikasi terhadap bagaimana
hubungannya dengan Allah di  akhir
nantinya. Karena Allah Maha Melihat,
Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Selain berdimensi akhirat keadilan
pengupahan dalam Islam juga
menempatkan kedua belah pihak sebagai
mitra, mitra dalam mencari ridlo Allah,
bukan sebagai agent dan principal, bukan
pengeksplotasi dan tereksploitasi, bukan
sebagai bawahan dan atasan, dan juga
bukan buruh dan majikan. Dalam keadilan
pengupahan dalam Islam  buruh  harus
mendapatkan kelayakan dalam
pengupahannya. Upah harus beretika. harus
merefleksikan
berperikemanusiaan.

humanisme dan
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Dari hadits yang diriwayatkan oleh
Abu  Dzar bahwa Rasulullah SAW
bersabda:

“Mereka (para budak dan
pelayanmu) adalah
saudaramu, Allah
menempatkan  mereka  di
bawah asuhanmu;  sehingga
barang  siapa  mempunyai
saudara di bawah asuhannya
maka harus diberinya makan
seperti apa yang dimakannya
(sendiri) dan memberi pakaian
seperti apa yang dipakainya
(sendiri); dan tidak
membebankan pada mereka
dengan (ugas yang sangat
berat, dan  jika  kamu
membebankannya dengan
tugas  seperti  itu, maka
hendaklah membantu mereka
(mengerjakannya). "(HR. Musli
m).

Dengan adanya hadist di atas
menjadi  komprehensiflah  bagaimana
pandangan [slam yang sangat santun dan

memartabatkan buruh. Kalaulah semua di

dunia ini, atau paling tidak di Indonesia
diterapkan konsep pengupahan dengan
dasar Islam, pastilah tidak akan ada lagi
“may day” yang selalu diteriakkan buruh ke
jalan setiap tahunnya.

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas didapatkan
kesimpulan ~ bahwa  buruh  (pekerja,
karyawan) belum terakomodasi hak-haknya
dalam sistem pemberian imbalan kerja
(pengupahan) yang berlaku di Indonesia.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang
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cukup mendasar dalam memaknai arti
“upah” itu sendiri. Dimana upah adalah hak
pekerja dan merupakan kewajiban bagi
pengusaha. Karena upah merupakan bagian
dari biaya produksi, dari sisi kepentingan
pengusaha upaya menekan upah merupakan
pertimbangan  logis dalam usaha
mengurangi biaya produksi (production
cost).

Sebaliknya dari sisi kepentingan
pekerja upah menjadi sumber utama
penghasilan. Hal inilah yang menjadikan
hubungan antara pengusaha dan buruh
dalam sistem pengupahan ibarat minyak
dengan air, karena ' merupakan dua
kepentingan yang saling berlawanan.

Diperlukan suatu konsep upah yang
berkeadilan dalam meningkatkan
kesejahteraan buruh, memenuhi hak-hak
buruh, memberikan martabat kepada buruh,
memberikan kelayakan dalam memberikan
imbalan kerja. Keadilan dalam pengupahan
juga akan menjadikan hubungan yang
saling menghormati akan hak dan
kewajiban pekerja dan pemberi kerja, tidak
ada pihak yang dirugikan, dan tidak ada
pihak yang diuntungkan.
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Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) merupakan kelompok pelaku
ckonomi terbesar dalam perekonomian
Indonesia dan terbukti menjadi katup
pengaman perckonomian nasional dalam
masa krisis, serta menjadi dinamisator
pertumbuhan  ekonomi  pasca  krisis
ekonomi. Salah satu kunci keberhasilan
UMKM adalah adalah tersedianya pasar
yang jelas. Sementara itu kelemahan
mendasar yang dihadapi adalah orientasi
pasar rendah, lemah dalam persaingan yang
kompleks dan tajam serta tidak memadainya
infrastruktur pemasaran. Pemasaran adalah
salah satu perangkat vital dalam suvatu
bisnis, sistem pemasaran yang baik
merupakan pendukung siklus hidup sebuah
produk (product lifecycle). Pemasaran tidak
sekedar pengembangan produk yang baik,
penetapan harga yang menarik, dan
ketersediaan  bagi Kkonsumen sasaran,
namunperusahaan juga harus berkomunikasi
dengan konsumen. Kendala yang dihadapi
oleh UMKM tersebut terdapat pada efisiensi
anggaran untuk media  komunikasi
pemasaran.Kabupaten Jombang memiliki
lebih dari 3.198 UMKM yang tersebar di 21
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kecamatan. Salah satu upaya
menumbuhkembangkan potensi UMKM
Jombang, sistem pemasaran sebagianproduk
UMKM  Jombang dilaksanakan oleh
Showroom UMKM Kabupaten Jombang
vang merupakan binaan  pemerintah
kabupaten Jombang dengan memanfaatkan
Facebook sebagai media komunikasi
pemasarannya. Strategi Showrcom UMKM
Jombang dalam menggunakan Facebook
adalah dengan dua cara, yaitu: strategi pesan
dan strategi media. Strategi pesan
digunakan untuk memilih, mengatur dan
menjadwalkan penyampaian pesan atau
informasi kepada konsumen, sedangkan
strategi media merupakan cara pemilihan
media yang tepat agar komunikasi dengan
konsumen dapat berkelanjutan.

Kata Kunci : Facebook, Komunikasi
Pemasaran, UMKM

Abstract

Micro, Smalland Medium
Enterprises(MSMEs) constitutethe

largestgroup  ofeconomic  actorsin  the
Indonesian economy, and proved to be
asafety valvein the nationaleconomyduring
the crisis, as well as
beingdynamisteconomic growthafierthe
economic crisis. One key to successis the
availability  ofSMEsisa  clear  market.
Meanwhile,the Sundamentalweakness
oftheface islowmarket orientation,
weakcompetitioncomplexand sharp
andinadequatemarketing infrastructure.
Marketingis one of thevitalina
business,good  marketing  systemis  a
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